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BUPATI LUWU TIMUR  

PROVINSI SULAWESI SELATAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  

NOMOR     8    TAHUN 2026 

  

TENTANG 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LUWU TIMUR, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 

tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 

Timur Tahun Anggaran 2025; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4270); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153);  

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4138); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 
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23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Admnistratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Admnistratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6909); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 

Timur Nomor 142); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 9);  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 

Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 

Timur Tahun 2025 Nomor 5); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

dan 

BUPATI LUWU TIMUR 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN  

2025. 

                                                  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 
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5. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar 

sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola 

oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

6. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu 

entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 

tertentu. 

7. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas 

sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan 

transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, 

dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu. 

8. Laporan Operasional adalah menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi 

yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh 

Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

dalam satu periode pelaporan. 

9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang 

menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih 

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

10. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 

11. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian 

dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, 

laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo 

anggaran lebih, dan laporan perubahan ekuitas, serta informasi tentang 

kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan 

informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di 

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan yang 

diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara 

wajar. 

 

BAB II 

LAPORAN KEUANGAN 
 

Pasal 2 
 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan meliputi:   

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas;  

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan 

keuangan Badan Usaha Milik Daerah. 
 

Pasal 3 
 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 

sebagai berikut: 

a. pendapatan  Rp1.940.177.879.029,73 
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b. belanja  Rp1.903.722.715.773,05 

surplus/defisit Rp36.455.163.256,68 

c. pembiayaan  

1. penerimaan  Rp20.959.994.713,34 

2. pengeluaran Rp35.774.000.000,00 

  pembiayaan Netto (Rp14.814.005.286,66) 

d. sisa lebih perhitungan anggaran Rp21.641.157.970,02 

 

Pasal 4 
 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

sebagai berikut: 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar                          

Rp182.881.531.162,85 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.123.059.410.192,58 

2. realisasi  Rp1.940.177.879.029,73 

  selisih lebih/(kurang)  Rp182.881.531.162,85 
 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar               

Rp202.874.054.732,87 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran Belanja setelah Perubahan Rp2.106.596.770.505,92 

2. realisasi Rp1.903.722.715.773,05 

 selisih lebih/(kurang)  Rp202.874.054.732,87 
 

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar              

(Rp19.992.523.570,02) dengan rincian sebagai berikut: 

1. surplus/defisit setelah perubahan Rp16.462.639.686,66 

2. realisasi Rp36.455.163.256,68 

 selisih lebih/(kurang) (Rp19.992.523.570,02) 
 

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 

Rp1.365.600,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran penerimaan pembiayaan  

setelah perubahan Rp20.961.360.313,34 

2. realisasi Rp20.959.994.713,34   

 selisih lebih/(kurang)  Rp1.365.600,00 
 

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar   

Rp1.650.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pengeluaran pembiayaan  

setelah perubahan Rp37.424.000.000,00 

2. realisasi Rp35.774.000.000,00 

 selisih lebih/(kurang) Rp1.650.000.000,00 
 

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar 

(Rp1.648.634.400,00) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pembiayaan netto  

setelah perubahan (Rp16.462.639.686,66) 

2. realisasi  (Rp14.814.005.286,66) 

 selisih lebih/(kurang) (Rp1.648.634.400,00) 
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Pasal 5 
 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, per 31 Desember 

Tahun 2025, sebagai berikut: 

a. jumlah aset Rp4.033.801.355.345,60 

b. jumlah kewajiban Rp56.413.165.941,15 

c. jumlah ekuitas dana Rp3.977.388.189.404,45 

 

Pasal 6 
 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk 

tahun terakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:  

a. arus kas dari aktivitas operasi Rp354.754.344.166,53 

b. arus kas dari aktivitas investasi  (Rp354.073.180.909,85) 

c. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp0,00 

d. arus kas dari aktivitas transitoris Rp0,00 

e. kenaikan/(penurunan) bersih kas  Rp681.163.256,68 

f. saldo awal kas Rp20.961.360.313,34 

g. saldo kas akhir per 31 Desember 2025 Rp21.641.157.970,02 

       

Pasal 7 
 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, untuk 

tahun terakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut: 

a. pendapatan asli daerah-LO Rp478.295.116.640,80 

b. pendapatan transfer-LO Rp1.182.351.933.173,00 

c. lain-lain pendapatan daerah  

yang sah keuangan-LO Rp301.995.835.644,00 

d. jumlah beban Rp1.739.618.087.720,63 

e. surplus dari kegiatan operasional  Rp223.024.797.737,17 

f. surplus dari kegiatan non operasional (Rp16.897.608.602,00) 

g. surplus/defisit pos luar biasa (Rp4.222.691.000,00) 

h. surplus/defisit-LO  Rp201.904.498.135,17 

 

Pasal 8 
 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf e, untuk tahun terakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 

2025 sebagai berikut: 

a.  saldo anggaran lebih awal Rp20.961.360.313,34 

b.  saldo anggaran lebih akhir Rp21.641.157.970,02 

 

Pasal 9 
 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, 

untuk tahun terakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai 

berikut: 

a.  ekuitas awal  Rp3.781.366.362.641,02 

b.  ekuitas akhir  Rp3.977.388.189.404,45 

 

Pasal 10 
 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

g, Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
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Pasal 11 
 

Uraian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran I.1 :  Rekapitulasi realisasi anggaran belanja dan 

Pendapatan daerah program dan kegiatan SKPD; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; dan 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas. 

 

Pasal 12 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

 

Pasal 13 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Luwu Timur. 

      

Ditetapkan di Malili 

pada tanggal 12 Agustus 2026 

BUPATI LUWU TIMUR, 

 

        ttd 

 

IRWAN BACHRI SYAM 

 

Diundangkan di Malili 

pada tanggal 12 Agustus 2026 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

 

    ttd 

 

RAMADHAN PIRADE 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 8 

  

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI 

SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.08.034.26 


